
BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR4f TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 335 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga Tahun 2023 dan
untuk menjaga konsistensi antara perencanaan
dan penganggarannya perlu dilakukan
penyesuian,

Cc. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi,
usulan serta kehendak masyarakat, kalangan
dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten
Lingga dan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lingga Tahun 2023,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran

if

No Jabatan Ppraf
1. Kasubbar /Kasi/Petabat finssional

2. Kasubbag Umum OPD



10.

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286),
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4341),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421):
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5490),
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
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11.

12.

13.

14.

15.

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856),
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856):
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Ro Jabatan Papa
Kasubbar /Kasi/Pelabat fungsional

Kasubbag Unam OPD



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817),
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042),
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402),
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan

Jabatan

Kasubbas/Kasi/Petabat fungsional

Kasabbag Umum OPD



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041):
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123),
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178),
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323),
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Ko Jabatan Pa,

1. Kasubbas/Kasi/Petabat fangsional
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542):
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633),
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6794),
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 199),
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136),
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10):
Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022
tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 242):
Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Ko Jabatan Papi

1. Kasubbax /Kasi/Pelabat fangsional

2. Kasubbag Umum OPD



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 927):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program

Wo Jabatan Paya
1. Kasubbas /Kasi/Petabat fungsional

2. Kasubbag Umum OPD



45.

46.

47.

48.

49.

50.

S1.

52.

Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 330),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1419),
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 486):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
590),
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor
1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-
2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017 Nomor 1),
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor
3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54),
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2023 Nomor 912),
Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Nomor 2),

Ko Jabatan

1. Kasubbas /Kasi/Petabat fangsional

2. Kasubbag Umum OPD



53. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13),

54. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
(Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lingga Nomor 7),

55. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor &
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lingga Nomor 6),

56. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2021 Nomor 7),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Pemerintah
Kabupaten Lingga.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD atau DPRD Kabupaten Lingga.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lingga Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2021-
2026.

Ro Jabatan Pyraf
1. Kasubbas /Kasi/Petabat funesional

2. Kasubbag Umam OPD



6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut Perubahan RKPD adalah perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan yang selanjutnya disebut
RKA-P adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Kabupaten
Lingga.

10. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut P-
KUA adalah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten
Lingga.

11. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disebut P-PPAS adalah Perubahan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Kabupaten Lingga.

12. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut P-RAPBD adalah Perubahan Rencana
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.

1

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud Perubahan RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2023 adalah
landasan dan pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam
merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2023 yang
memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas
pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka
pendanaannya.

Pasal 3
Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah:
a. mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten

Lingga,
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan,

baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi
pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan,

C. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha,
kalangan akademisi, dan komunitas,

d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan,

e. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan
Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2023,

f. sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Perubahan
(RAPBD-P) Tahun Anggaran 2023,

Jabatan

Kasubbas/ Kasi /Potabat fungsional

Kasubbag Unmm OPD



g. sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2023.

BAB III
PENJELASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4
Perubahan RKPD Tahun 2023 meliputi pergeseran program antar
Perangkat Daerah, penambahan program, kegiatan, subkegiatan,
penyesuaian indikator dan target kinerja dan pagu, serta perubahan
lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 5
Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah periode sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2023.
Perubahan RKPD Tahun 2023 memuat rancangan kerangka
ekonomi dan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah,
target sasaran pembangunan daerah, penambahan dan/atau
pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan
penyesuaian kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal6
Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika
penyusunan sebagai berikut:
BAB! : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)

TAHUN 2023
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH
BAB VII : PENUTUP
Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
digunakan sebagai:
a.

b.

pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023,
pedoman penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Kabupaten Lingga Tahun 2023.

Ho Jabatan Papaf
1. Kasubbas /Kasi/Petabat fungsional

2. Kasubbag Umum OPD



Pasal 8
Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b:
a. Pemerintah Kabupaten Lingga menggunakan Perubahan RKPD

Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan DPRD,

b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan
pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA
Perangkat Daerah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal f Agustus 2023

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal # Agustus 2023

BUPAMING

(
NI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

ITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 27YA

Jabatan

Kasubbag/ Kasi/Pelabat fungsional ar
.

Kasubbag Umam OPD


